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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan hukum pidana di berbagai negara dalam dua dekade terakhir menunjukkan adanya 

perubahan paradigma yang signifikan, terutama dalam penanganan perkara yang melibatkan 

kepentingan masyarakat luas. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah keadilan restoratif 

(restorative justice), sebuah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada 

pemulihan kerugian serta rekonsiliasi sosial, bukan hanya penghukuman semata (McAuliffe et al., 

2025). Model ini hadir sebagai kritik terhadap sistem retributif murni yang selama ini menjadi ciri 

khas hukum pidana modern. Restorative justice berupaya menghadirkan keadilan yang lebih 

manusiawi dengan mempertemukan pelaku, korban, dan komunitas untuk mencapai kesepakatan 

pemulihan yang nyata (Ridwan, 2025).  
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Beberapa negara seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru sudah lama mengintegrasikan prinsip 

ini dalam sistem hukum mereka, termasuk pada perkara lingkungan hidup. Di negara-negara tersebut, 

mekanisme dialog, tanggung jawab sosial, dan pemulihan kondisi ekologis dianggap lebih relevan 

dibanding sekadar sanksi formal yang sering gagal menjawab kebutuhan masyarakat maupun alam 

yang terdampak. Indonesia, dengan tradisi hukum civil law yang kuat, masih menjadikan persidangan 

formal sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum lingkungan (Pardede et al., 2023). Kasus-

kasus pelanggaran lingkungan biasanya diproses melalui litigasi panjang yang menekankan pada 

aspek pembuktian dan penghukuman. Secara normatif, hal ini mencerminkan konsistensi pada asas 

legalitas dan kepastian hukum. Namun, praktik di lapangan menunjukkan kelemahan sistem ini, mulai 

dari proses yang berlarut-larut, biaya tinggi, hingga rendahnya efektivitas pemulihan kerusakan 

ekologis (Watts & Robertson, 2022).  

Pertanyaan kritis kemudian muncul: apakah mekanisme retributif konvensional masih relevan dalam 

konteks peradilan pidana lingkungan, ataukah Indonesia perlu mengadopsi paradigma baru yang lebih 

menekankan pemulihan, seperti restorative justice? Diskursus ini semakin mengemuka ketika publik 

menyaksikan lambannya respons hukum terhadap berbagai kasus besar pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. Penerapan konsep restorative justice pada perkara lingkungan hidup memunculkan 

perdebatan. Di satu sisi, pendekatan ini dipandang progresif karena memberi ruang bagi penyelesaian 

lebih komprehensif, mendorong pelaku bertanggung jawab secara langsung terhadap kerusakan yang 

ditimbulkan, serta berpotensi mengurangi beban perkara di pengadilan (Jiang & Chen, 2023). Namun 

di sisi lain, kritik mengemuka terkait kekhawatiran melemahnya efek jera, potensi kompromi yang 

tidak adil, serta penyalahgunaan oleh aktor-aktor kuat dengan kepentingan ekonomi maupun politik. 

Perdebatan ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif bukan sekadar isu teknis prosedural, 

melainkan juga menyentuh aspek fundamental tentang bagaimana hukum harus menjawab persoalan 

lingkungan (Bolívar et al., 2022). Dalam konteks inilah perspektif jaksa sebagai aktor utama 

penuntutan menjadi penting, mengingat posisi mereka yang strategis dalam menentukan arah 

penanganan perkara. 

Data empiris memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan hidup di Indonesia semakin serius dan 

kompleks. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022) terdapat lebih 

dari 600 kasus pelanggaran lingkungan yang diproses secara hukum, angka yang meningkat signifikan 

dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kasus-kasus tersebut mencakup pencemaran air, pembalakan liar, 

perusakan hutan, hingga praktik tambang ilegal. Tingginya angka perkara ini menunjukkan betapa 

besar tekanan terhadap sistem hukum pidana lingkungan yang ada. Jaksa, sebagai ujung tombak 

penuntutan, menghadapi tantangan berat dalam memastikan penyelesaian perkara secara adil sekaligus 

efektif (Obodai et al., 2023). Namun dengan keterbatasan sumber daya dan menumpuknya perkara, 

muncul keraguan apakah mekanisme konvensional masih dapat diandalkan (Meutia et al., 2023). 

1

17

19

Page 6 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3449199456

Page 6 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3449199456



    
 
 

Restorative Justice pada Perkara Lingkungan Hidup... 

Selain meningkatnya jumlah perkara, durasi penyelesaian kasus lingkungan melalui mekanisme 

litigasi formal juga tergolong panjang. Laporan (Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, 2023) 

mengungkapkan bahwa rata-rata perkara lingkungan memerlukan waktu lebih dari 12 bulan untuk 

mencapai putusan berkekuatan hukum tetap. Lamanya proses ini sering kali tidak sejalan dengan 

urgensi pemulihan lingkungan yang membutuhkan tindakan cepat. Dalam situasi kerusakan ekologis, 

penundaan pemulihan berpotensi memperburuk dampak terhadap masyarakat maupun ekosistem 

(Hobson & Payne, 2022). Sebaliknya, restorative justice menawarkan kemungkinan penyelesaian 

lebih singkat melalui kesepakatan yang partisipatif, melibatkan pelaku, korban, masyarakat, dan 

negara. Kecepatan ini menjadi keunggulan tersendiri, terlebih ketika pemulihan lingkungan menuntut 

langkah segera (Vasilescu, 2022). 

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya efektivitas eksekusi sanksi pidana 

konvensional dalam kasus lingkungan. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara atau 

denda seringkali tidak menghasilkan perbaikan kondisi ekologis. Data (Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan, 2022) menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kejahatan lingkungan berakhir di 

lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan kapasitas, sementara kerusakan lingkungan yang 

mereka timbulkan tetap tidak tertangani. Kondisi ini menimbulkan ironi: pelaku menjalani hukuman 

formal, tetapi kerusakan lingkungan terus berlangsung tanpa adanya langkah pemulihan yang nyata 

(White, 2022). Restorative justice, dengan penekanan pada kewajiban pelaku memperbaiki kerusakan, 

misalnya melalui rehabilitasi hutan, reklamasi tambang, atau pemulihan kualitas air, menawarkan 

alternatif yang lebih relevan (Pali et al., 2022). 

Literatur hukum Indonesia terkait penerapan restorative justice dalam perkara lingkungan hidup masih 

relatif terbatas. Sejauh ini, sebagian besar penelitian menempatkan keadilan restoratif dalam konteks 

tindak pidana anak atau perkara ringan. (Djanggih et al., 2023) menekankan bahwa restorative justice 

di Indonesia masih sangat identik dengan kasus anak, sementara kasus lingkungan hidup jarang 

disentuh. Padahal, pelanggaran lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda: dampaknya jangka 

panjang, bersifat kolektif, dan menyentuh kepentingan lintas generasi. (Sukardi & Purnama, 2022) 

menambahkan bahwa karakteristik ini menuntut pendekatan hukum yang tidak sekadar retributif, 

melainkan solutif dengan menekankan pemulihan ekologi. Keterbatasan kajian akademis ini 

menunjukkan adanya ruang penelitian yang luas untuk mengeksplorasi penerapan restorative justice 

dalam konteks lingkungan (Arda et al., 2025). 

Sebaliknya, literatur internasional memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan keadilan 

restoratif dalam perkara lingkungan. (Manthovani et al., 2023) menyatakan bahwa restorative justice 

mampu menghadirkan keadilan ekologis dengan menjadikan pemulihan lingkungan sebagai prioritas 

utama. (Haluska, 2023) menegaskan bahwa mekanisme ini tidak hanya bermanfaat bagi korban 

langsung, tetapi juga masyarakat luas yang terdampak kerusakan lingkungan. Pengalaman negara-

negara seperti Selandia Baru dan Kanada menunjukkan bagaimana restorative justice dapat digunakan 

18
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untuk mengatasi pencemaran lingkungan dengan hasil yang lebih partisipatif dan efektif dibanding 

pendekatan litigasi murni (Forsyth et al., 2022). Hal ini menjadi rujukan penting bagi Indonesia untuk 

mempertimbangkan adopsi model serupa. 

Beberapa penelitian di Indonesia mulai menyinggung isu alternatif penyelesaian perkara pidana, 

meskipun tidak secara langsung terkait perkara lingkungan. (Sulistiawati, 2024), misalnya, 

menemukan bahwa mekanisme diversi pada kasus anak mampu memangkas waktu penyelesaian 

perkara hingga lebih dari 50 persen dibanding persidangan penuh. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

mekanisme berbasis kesepakatan memiliki prospek besar dalam mempercepat penyelesaian perkara. 

Namun, temuan tersebut belum banyak dibawa ke ranah perkara lingkungan, apalagi dikaitkan dengan 

peran strategis jaksa (Sihombing, 2024). Oleh karena itu, penting dilakukan riset yang secara khusus 

menelaah bagaimana restorative justice dapat diterapkan dalam konteks hukum lingkungan di 

Indonesia. 

Perubahan regulasi hukum pidana Indonesia pasca disahkannya (Republik Indonesia, 2023) tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuka ruang diskursus baru. Regulasi ini memberi 

peluang lebih besar bagi pengembangan mekanisme penyelesaian perkara di luar litigasi formal. 

Pengalaman negara civil law lain seperti Jerman dengan praktik Absprachen atau Italia dengan model 

kesepakatan terbatas menunjukkan bahwa meskipun tradisi hukumnya berbeda, mekanisme alternatif 

dapat diadopsi dengan pengawasan ketat. (Paranata, 2025)  menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi 

mekanisme semacam ini sangat bergantung pada komitmen institusional dan integritas aparat penegak 

hukum. Namun, dalam konteks Indonesia, khususnya pada perkara lingkungan, wacana adaptasi 

tersebut masih sangat minim (Hasbullah, 2023). 

Jika dibandingkan dengan riset di negara maju, fokus penelitian di Indonesia masih cenderung 

normatif. Penelitian sering kali berhenti pada analisis regulasi dan prinsip hukum, sementara dimensi 

praktis seperti efektivitas, implementasi, dan perspektif aparat penuntutan jarang dibahas. (Fauziah, 

2023) dalam kajiannya menekankan bahwa keadilan restoratif di negara maju tidak hanya menyoroti 

aspek hukum, tetapi juga keseimbangan antara efisiensi, perlindungan hak korban, dan pemulihan 

ekosistem. Perbedaan ini menunjukkan kesenjangan penelitian yang cukup jelas antara Indonesia dan 

negara lain, terutama dalam menghadirkan data empiris dan pengalaman praktik (MZ Rochman, 

2025). Di sinilah letak pentingnya penelitian yang mengangkat perspektif jaksa sebagai pihak yang 

berperan sentral dalam menentukan arah penuntutan. 

Dari paparan tersebut terlihat adanya sejumlah kesenjangan penelitian yang membutuhkan penjabaran 

lebih terarah, sehingga rumusan masalah perlu dinyatakan secara eksplisit dalam pendahuluan. 

Literatur nasional selama ini masih bersifat normatif dan belum menguraikan bagaimana restorative 

justice benar-benar diterapkan dalam perkara lingkungan hidup pada tingkat praktik penegakan 

hukum. Selain itu, kajian yang menempatkan perspektif jaksa sebagai aktor sentral penuntutan masih 

sangat terbatas, padahal peran mereka menentukan arah penyelesaian perkara. Penelitian yang menilai 

1

2

6

Page 8 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3449199456

Page 8 of 22 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3449199456



    
 
 

Restorative Justice pada Perkara Lingkungan Hidup... 

efektivitas restorative justice dalam menjawab persoalan klasik hukum lingkungan, seperti lambannya 

penyelesaian sengketa, tingginya beban perkara, dan minimnya keberhasilan pemulihan ekologis, juga 

hampir tidak tersedia.  

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini secara eksplisit merumuskan tiga rumusan masalah  

utama, yakni bagaimana praktik penerapan restorative justice dalam penanganan perkara lingkungan 

hidup di Indonesia, bagaimana perspektif serta peran jaksa dalam mendorong atau menghambat 

penerapannya, dan sejauh mana mekanisme ini efektif dalam mengatasi problem struktural penegakan 

hukum lingkungan. Perumusan masalah ini sekaligus memperjelas arah penelitian serta menunjukkan 

kontribusinya dalam mengisi kekosongan kajian yang selama ini belum banyak disentuh. Pendekatan 

restorative justice dalam konteks lingkungan hidup menuntut pemahaman yang mendalam terhadap 

relasi antara pelaku, korban, dan dampak ekologis yang ditimbulkan. Selain itu, kerangka hukum yang 

ada perlu dianalisis untuk melihat sejauh mana ruang diskresi penegak hukum memungkinkan 

penerapan pendekatan tersebut secara konsisten. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi penerapan restorative justice 

dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia dengan menitikberatkan pada perspektif jaksa. Dengan 

menempatkan jaksa sebagai pusat analisis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

yang lebih komprehensif mengenai peluang, tantangan, serta implikasi penerapan keadilan restoratif. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep keadilan restoratif dengan 

karakteristik unik hukum lingkungan serta perspektif praktis aparat penuntutan. Dari sisi akademis, 

penelitian ini akan memperkaya literatur hukum pidana dan hukum lingkungan di Indonesia. Dari sisi 

praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan 

maupun aparat penegak hukum dalam merancang strategi penyelesaian perkara lingkungan yang lebih 

efektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan ekologi. 

II. METODOLOGI 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi grounded theory. Metode ini 

dipilih karena tujuan penelitian bukan hanya memahami praktik penerapan restorative justice dalam 

perkara lingkungan hidup, tetapi juga membangun kerangka konseptual baru berdasarkan perspektif 

jaksa. Grounded theory memungkinkan teori substantif lahir langsung dari data lapangan, melalui 

proses pengkodean sistematis yang melibatkan open coding, axial coding, dan selective coding. 

Pendekatan grounded theory juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap dinamika sosial 

dan institusional yang memengaruhi pola pengambilan keputusan jaksa dalam praktik penuntutan 

perkara lingkungan hidup. 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1
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Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di beberapa Kejaksaan Negeri di wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang menangani perkara lingkungan hidup dalam lima tahun terakhir. Subjek 

penelitian adalah 6 narasumber yang terdiri dari lima jaksa pada bidang tindak pidana umum dan satu 

jaksa yang menangani perkara lingkungan hidup. Seluruh narasumber berasal dari satu Kejaksaan 

Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan karakteristik wilayah kerja yang mencakup 

area urban dan semi-rural yang rentan terhadap kasus pencemaran air dan limbah rumah tangga. 

Pemilihan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada variasi karakteristik sosial dan 

lingkungan yang memengaruhi kompleksitas penanganan perkara lingkungan hidup. Kondisi geografis 

dan kepadatan penduduk di wilayah tersebut turut membentuk pola perkara yang ditangani oleh 

kejaksaan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan pedoman 

semi-terstruktur agar tetap fleksibel namun fokus pada topik inti, yaitu persepsi jaksa tentang 

restorative justice, pengalaman mereka dalam penanganan kasus, serta hambatan dan peluang 

penerapannya. Studi dokumen mencakup analisis regulasi, pedoman penuntutan, serta putusan 

pengadilan terkait perkara lingkungan. Kombinasi wawancara dan studi dokumen memungkinkan 

peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik normatif dan empiris dalam 

penerapan restorative justice pada perkara lingkungan hidup. 

D. Proses Analisis Data 

Analisis data mengikuti tiga tahapan utama grounded theory: open coding, axial coding, dan selective 

coding. Open coding dilakukan dengan memberi label pada konsep-konsep awal yang muncul dari 

data wawancara. Axial coding menghubungkan kategori awal untuk menemukan pola hubungan yang 

lebih kompleks. Selective coding dilakukan dengan memilih kategori inti yang merepresentasikan 

fenomena sentral penelitian, yaitu konstruksi konseptual penerapan restorative justice pada perkara 

lingkungan hidup dari perspektif jaksa. Gambaran tahapan metodologi ditunjukkan melalui Gambar 1. 

1
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Gambar 1. Diagram Alur Penelitian Grounded Theory 

Sumber: Peneliti, (2025) 

E. Validitas dan Kredibilitas Data 

Untuk memastikan validitas, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari jaksa, 

hakim, dan akademisi, serta triangulasi metode melalui wawancara dan studi dokumen. Member 

checking juga dilakukan dengan meminta responden memverifikasi ringkasan hasil wawancara. Audit 

trail disusun dengan dokumentasi proses coding untuk memastikan transparansi. Proses member 

checking dilakukan secara tertulis agar setiap responden dapat meninjau kembali akurasi pernyataan 

yang telah dicatat oleh peneliti. 

F. Etika Penelitian 

Prinsip etika penelitian dijaga melalui informed consent, kerahasiaan identitas, dan penggunaan data 

hanya untuk kepentingan akademis. Setiap responden diberi kebebasan penuh untuk menolak 

menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan partisipasi. Pemberian informed consent dilakukan 

sebelum pengumpulan data dengan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian. Perlindungan 

kerahasiaan data dijalankan dengan menyamarkan nama serta informasi pribadi responden dalam 

seluruh dokumen penelitian. 

G. Keterbatasan Metodologis Penelitian 

Keterbatasan metodologi ini terletak pada keterbatasan generalisasi hasil, mengingat grounded theory 

lebih menekankan pada kedalaman analisis dalam konteks tertentu. Namun, hal ini justru memberikan 

1
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kekuatan dalam menghasilkan teori substantif baru yang kontekstual dan relevan. Pendekatan coding 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengelompokkan data empiris secara sistematis berdasarkan 

pola dan makna yang muncul selama proses analisis. Proses analisis data dengan pendekatan coding 

divisualisasikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Model Proses Coding Grounded Theory 

Sumber: Peneliti, (2025)  

III. HASIL DAN DISKUSI 

Hasil 

Hasil penelitian yang diperoleh melalui grounded theory menunjukkan tiga lapisan utama: open 

coding, axial coding, dan selective coding. Open coding menghasilkan sejumlah kategori awal yang 

menggambarkan persepsi jaksa terhadap penerapan restorative justice dalam perkara lingkungan 

hidup. Axial coding menghubungkan kategori-kategori tersebut untuk melihat relasi antar faktor, 

sementara selective coding memunculkan kategori inti yang membentuk teori substantif penelitian. 

Untuk memperjelas hasil open coding, Tabel 1 menampilkan merangkum kategori awal yang berhasil 

diidentifikasi. 

Tabel 1. Hasil Open Coding dari Wawancara dengan Jaksa 

Kategori Awal Deskripsi Temuan 
Persepsi Positif Jaksa menilai restorative justice mampu mempercepat penyelesaian perkara. 

Hambatan Normatif 
Tidak adanya regulasi eksplisit yang mengatur restorative justice pada perkara 
lingkungan. 

Keterbatasan 
Institusional 

Minimnya pedoman teknis dan dukungan sumber daya di kejaksaan. 

Potensi Penyalahgunaan Risiko intervensi pihak berkepentingan yang dapat melemahkan efek jera. 
Manfaat Ekologis Adanya peluang pemulihan langsung terhadap kerusakan lingkungan. 

Sumber: Data Primer Penelitian, (2025) 

1
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Tabel 1 memperlihatkan bagaimana persepsi jaksa beragam. Ada sisi positif berupa keyakinan bahwa 

restorative justice dapat mempercepat perkara dan memberi manfaat ekologis. Namun, terdapat juga 

sisi skeptis berupa hambatan normatif, keterbatasan kelembagaan, dan kekhawatiran akan 

penyalahgunaan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika interpretasi jaksa 

terhadap penerapan restorative justice dalam konteks penegakan hukum lingkungan. 

Selain itu, hasil axial coding menunjukkan bahwa kategori awal tersebut saling berhubungan. Persepsi 

positif terhadap restorative justice biasanya muncul ketika jaksa menyadari manfaat ekologisnya, 

sementara hambatan normatif dan keterbatasan institusional menjadi faktor yang menahan 

penerapannya. Hubungan antar kategori tersebut membentuk struktur konseptual yang menunjukkan 

keterkaitan antara faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan restorative justice. Potensi 

penyalahgunaan juga muncul sebagai isu serius yang membuat sebagian jaksa masih ragu-ragu. Pola 

hubungan ini divisualisasikan melalui Gambar 3. 

 
Gambar 3. Hubungan Kategori Hasil Axial Coding 

Sumber: Peneliti, (2025) 

Pada tahap selective coding, ditemukan kategori inti yang mencerminkan fenomena sentral penelitian, 

yaitu “Konstruksi Restorative justice dalam Penuntutan Perkara Lingkungan Hidup.” Kategori inti ini 

lahir dari keterhubungan antara kebutuhan akan pemulihan ekologis, keterbatasan regulasi, dan peran 

strategis jaksa sebagai aktor utama penuntutan. Dengan kata lain, teori substantif yang dihasilkan 

menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di bidang lingkungan hidup sangat bergantung pada 
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kapasitas jaksa untuk menavigasi regulasi yang ada sekaligus mendorong solusi pemulihan ekologis 

yang partisipatif. Hasil tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Teori Substantif Restorative Justice dalam Penuntutan Perkara Lingkungan Hidup 

Sumber: Peneliti, (2025)  

Distribusi persepsi jaksa dianalisis untuk melihat kecenderungan sikap terhadap penerapan restorative 

justice dalam praktik penegakan hukum. Data yang digunakan berasal dari hasil wawancara dan 

pengelompokan respons berdasarkan tingkat persetujuan jaksa. Pengelompokan tersebut memberikan 

gambaran mengenai variasi pandangan yang muncul dalam konteks institusional kejaksaan. Gambar 5 

menampilkan distribusi persepsi jaksa terhadap restorative justice. 

 

Gambar 5. Distribusi Persepsi Jaksa terhadap Restorative Justice 

Sumber: Data primer penelitian, (2025) 

Gambar 5 menunjukkan bahwa mayoritas jaksa mendukung penerapan restorative justice, meski ada 

sebagian yang masih ragu-ragu dan sebagian kecil yang menolak. Hal ini menandakan adanya 
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penerimaan awal yang positif, namun tetap dibutuhkan kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi 

keraguan. Sikap ragu-ragu tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kepastian hukum dan 

konsistensi penerapan kebijakan. Pandangan yang beragam ini mencerminkan perbedaan pengalaman 

dan pemahaman jaksa dalam menangani perkara berbasis restorative justice. 

Durasi penyelesaian perkara juga menjadi salah satu indikator penting efektivitas mekanisme hukum. 

Perbandingan durasi penyelesaian ini dilakukan antara mekanisme litigasi formal dan penerapan 

restorative justice. Data menunjukkan variasi waktu penyelesaian yang signifikan antara kedua 

mekanisme tersebut. Analisis ini memberikan gambaran tentang efisiensi masing-masing metode 

dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Gambar 6 menampilkan perbandingan lama 

penyelesaian perkara lingkungan. 

 

Gambar 6. Perbandingan Lama Penyelesaian Perkara Lingkungan 

Sumber: Data primer penelitian, (2025) 

Gambar 6 memperlihatkan bahwa litigasi formal cenderung memakan waktu panjang (sekitar 12 

bulan) hingga putusan inkracht, sementara restorative justice dapat memangkas waktu hingga 

setengahnya (sekitar 6 bulan). Ini memperkuat argumen bahwa restorative justice lebih efisien dan 

responsif terhadap urgensi pemulihan lingkungan. Perbedaan durasi ini menunjukkan bahwa 

penerapan restorative justice mampu mempercepat penyelesaian kasus lingkungan secara signifikan. 

Hasil ini juga mencerminkan potensi peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme 

alternatif yang lebih adaptif dan partisipatif. 

Perbandingan ini mencakup beberapa aspek penting, termasuk efisiensi waktu, pemulihan ekologis, 

dan kepastian hukum. Analisis dilakukan untuk menilai keunggulan relatif masing-masing mekanisme 

dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Data ini disusun berdasarkan hasil wawancara dan 

pengolahan dokumen yang relevan. Tabel 2 menampilkan perbandingan efektivitas kedua mekanisme 

hukum.  
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Tabel 2. Matriks Perbandingan Efektivitas Litigasi Formal dan Restorative Justice 

Aspek Litigasi Formal Restorative Justice 
Efisiensi Waktu Rendah (±12 bulan) Tinggi (±6 bulan) 
Pemulihan Ekologis Rendah (sanksi penjara/denda) Tinggi (rehabilitasi, reklamasi, dll.) 
Kepastian Hukum Tinggi (putusan pengadilan) Sedang (belum ada regulasi eksplisit) 

Sumber: Data olahan peneliti, (2025) 

Tabel 2 menegaskan bahwa litigasi formal unggul dari sisi kepastian hukum karena adanya putusan 

pengadilan yang final, tetapi kurang efektif dalam pemulihan ekologis. Sebaliknya, restorative justice 

lebih unggul dalam efisiensi dan pemulihan, meskipun kelemahan terbesarnya adalah aspek kepastian 

hukum yang masih lemah. Perbedaan efektivitas ini menunjukkan bahwa masing-masing mekanisme 

memiliki keunggulan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan secara kontekstual. Analisis ini 

juga menyoroti pentingnya mencari keseimbangan antara efisiensi, kepastian hukum, dan pemulihan 

ekologis dalam penegakan hukum lingkungan. 

Kategori inti ini mencerminkan faktor-faktor yang paling menentukan dalam penerapan restorative 

justice pada perkara lingkungan hidup. Analisis hubungan antar kategori dilakukan untuk membangun 

teori substantif yang kontekstual dan aplikatif. Proses ini menunjukkan bagaimana data empiris 

diorganisasi secara sistematis menjadi kerangka teoritis yang relevan. Gambar 7 menampilkan Teori 

Substantif Restorative justice dalam Penuntutan Perkara Lingkungan Hidup 

 

Gambar 7. Teori Substantif Restorative Justice dalam Penuntutan Perkara Lingkungan Hidup 

Sumber: Peneliti, (2025) 

Jaksa menjadi aktor sentral dalam menentukan penerapan restorative justice, yang dipengaruhi oleh 

faktor regulasi, dukungan kelembagaan, serta tuntutan pemulihan ekologis. Teori substantif ini 

memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan restorative justice di Indonesia sangat bergantung 

pada kemampuan jaksa menavigasi norma hukum dan membangun komitmen lintas aktor. Teori ini 

juga menekankan pentingnya koordinasi antar pihak terkait untuk memastikan penerapan restorative 

1
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justice berjalan efektif dan konsisten. Pemahaman terhadap norma hukum dan strategi institusional 

menjadi kunci bagi jaksa dalam memfasilitasi proses pemulihan ekologis yang optimal. 

Diskusi 

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara 

lingkungan hidup memiliki potensi signifikan untuk mempercepat pemulihan ekosistem sekaligus 

meringankan beban sistem peradilan pidana, sejalan dengan gagasan keadilan ekologis yang 

dikemukakan oleh (Zhang & Zhang, 2024). Potensi tersebut tampak jelas dalam ilustrasi praktik di 

Kejaksaan Negeri Yogyakarta, ketika pelanggaran pengelolaan limbah oleh sebuah bengkel rumahan 

di Kabupaten Bantul berhasil diselesaikan melalui mekanisme restoratif yang menekankan pemulihan 

bantaran sungai yang tercemar. Proses koordinasi ini melibatkan komunikasi intens antara seluruh 

pihak untuk memastikan setiap langkah pemulihan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Kesepakatan 

pemulihan dilakukan melalui kerja bersama pelaku, warga terdampak, pemerintah kelurahan, dan 

penyidik, dengan pemantauan berkelanjutan selama beberapa minggu.  

Proses yang umumnya membutuhkan litigasi panjang dapat dipercepat tanpa mengurangi tujuan 

pemulihan ekologis. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan (Tome et al., 2023) yang 

menyatakan bahwa restorative justice di Indonesia masih dominan pada perkara anak, karena 

penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme serupa juga relevan dan feasible dalam perkara 

lingkungan hidup. Percepatan proses litigasi ini tercapai melalui strategi mediasi yang melibatkan 

pelaku, korban, dan aparat penegak hukum secara kolaboratif. Selain itu, penelitian ini beresonansi 

dengan temuan (Ghazaryan et al., 2024) mengenai efektivitas diversi dalam memangkas durasi 

penanganan perkara hingga separuhnya; namun penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa 

penguatan dimensi ekologis serta pelibatan korban lingkungan yang selama ini terabaikan dalam 

literatur nasional. 

Dalam konteks pemulihan lingkungan, penelitian ini menekankan bahwa posisi komunitas terdampak 

sebagai “korban ekologis” merupakan elemen kunci yang harus terlibat dalam setiap proses restoratif. 

Komunitas lokal yang tinggal di sekitar lokasi pencemaran air, udara, atau tanah adalah pihak yang 

merasakan dampak langsung terhadap kesehatan, penghidupan, dan keberlanjutan ruang hidup mereka. 

Oleh karena itu, pelibatan mereka dalam perundingan, penyusunan kesepakatan pemulihan, dan 

evaluasi sangat penting agar pemulihan yang dilakukan tidak bersifat administratif semata, tetapi 

benar-benar menyentuh aspek ekologis substantif sebagaimana menjadi tujuan (Republik Indonesia, 

2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiadaan pengaturan eksplisit 

mengenai posisi korban ekologis dalam (Republik Indonesia, 2009), UU Kejaksaan (Republik 

Indonesia, 2021), maupun KUHAP menunjukkan bahwa ruang restorative justice di Indonesia masih 

membutuhkan legitimasi normatif yang lebih tegas. 

Namun demikian, penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif 

yang berakar pada karakter sistem hukum civil law, yang sangat bertumpu pada asas legalitas (nullum 
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crimen sine lege) dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan negara-negara 

common law seperti Australia, Kanada, atau Selandia Baru yang memberikan ruang luas bagi 

negosiasi restoratif berbasis konsensus, sistem civil law Indonesia menuntut dasar hukum eksplisit 

agar jaksa dapat menjalankan kewenangan restoratif tanpa melanggar prosedur hukum formal. KUHP 

2023, yang mulai mengadopsi pemidanaan berbasis pemulihan, masih belum sinkron dengan 

(Republik Indonesia, 2009)  maupun (Republik Indonesia, 2021) dalam mengatur secara rinci bentuk, 

batas, dan standar pemulihan ekologis dalam mekanisme restoratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan penerapan restorative justice dalam perkara lingkungan tidak hanya membutuhkan 

inovasi praktik, tetapi juga harmonisasi regulatif lintas undang-undang. 

Selain persoalan normatif, penelitian ini juga menegaskan bahwa risiko penyalahgunaan kewenangan 

jaksa merupakan isu penting yang perlu dianalisis secara serius, mengingat perkara lingkungan hidup 

sering kali bersinggungan dengan kepentingan ekonomi lokal maupun nasional. Ketiadaan pedoman 

operasional yang ketat berpotensi membuka ruang terjadinya kompromi tersembunyi antara pelaku 

usaha dan aparat, praktik pelunakan sanksi, atau bahkan suap untuk menghindari proses litigasi 

formal. Risiko konflik kepentingan, potensi pengurangan standar pemulihan ekologis, serta peluang 

pembentukan kesepakatan restoratif yang tidak akuntabel merupakan ancaman nyata yang dapat 

melemahkan tujuan keadilan ekologis dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap penegakan 

hukum lingkungan. Oleh karena itu, mekanisme restorative justice harus ditempatkan dalam kerangka 

pengawasan internal dan eksternal Kejaksaan, termasuk penguatan sistem pengaduan publik dan 

transparansi proses setiap kesepakatan pemulihan. 

Meskipun demikian, penelitian ini tetap mempertahankan novelty-nya, yaitu integrasi perspektif jaksa 

dalam menghubungkan restorative justice dengan pemulihan ekologis secara substantif—dimensi 

yang jarang dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Temuan lapangan di Kejaksaan Negeri 

Yogyakarta menunjukkan bahwa diskresi jaksa dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong 

penyelesaian perkara lingkungan yang lebih cepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat 

terdampak, asalkan diskresi tersebut diberi kerangka hukum yang jelas dan mekanisme akuntabilitas 

yang kuat. Diskresi jaksa diterapkan melalui kombinasi strategi mediasi dan koordinasi lintas pihak 

untuk menyesuaikan penyelesaian perkara dengan konteks sosial dan ekologis setempat. Proses ini 

memerlukan dokumentasi yang sistematis agar setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan dan 

dipelajari untuk pengembangan praktik hukum di masa depan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya regulasi khusus yang mengatur restorative justice pada 

perkara lingkungan hidup, termasuk pengaturan eksplisit tentang posisi korban ekologis, standar 

pemulihan ekosistem, batas diskresi jaksa, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk 

mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kolaborasi lintas lembaga antara Kejaksaan Negeri 

Yogyakarta, KLHK, pemerintah daerah, masyarakat sipil, komunitas terdampak, dan pelaku usaha 

menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan pendekatan restoratif. Keterbatasan penelitian—yakni 
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data yang terfokus pada wilayah Yogyakarta serta dominansi perspektif jaksa—menunjukkan perlunya 

penelitian lanjutan yang lebih inklusif, khususnya yang mengintegrasikan perspektif korban dan 

komunitas terdampak. Selain itu, studi komparatif lintas negara perlu diarahkan untuk memahami 

bagaimana mekanisme restorative justice dapat diadaptasi secara kompatibel dalam sistem civil law 

Indonesia, dan pendekatan action research dapat digunakan untuk menguji model restoratif secara 

langsung pada konteks kasus lingkungan hidup. 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara lingkungan hidup di 

Indonesia memiliki prospek yang signifikan namun masih menghadapi tantangan serius. Dari 

perspektif jaksa, mekanisme ini dinilai mampu mempercepat penyelesaian perkara, menekan beban 

pengadilan, serta memberikan manfaat langsung terhadap pemulihan ekosistem yang terdampak. 

Temuan ini diperkuat dengan hasil open coding yang menunjukkan persepsi positif mayoritas jaksa, 

meski tetap diwarnai keraguan akibat hambatan normatif, keterbatasan kelembagaan, dan 

kekhawatiran akan penyalahgunaan mekanisme hukum. Proses axial dan selective coding 

menghasilkan teori substantif bahwa keberhasilan penerapan restorative justice dalam perkara 

lingkungan hidup sangat bergantung pada kapasitas jaksa dalam menavigasi regulasi yang belum 

lengkap dan membangun komitmen multi-aktor untuk mencapai tujuan ekologis. 

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep keadilan restoratif 

dengan karakteristik khas perkara lingkungan hidup, yang selama ini jarang disentuh dalam kajian 

hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga menegaskan posisi strategis jaksa sebagai aktor kunci 

dalam menentukan keberhasilan implementasi, serta memperlihatkan potensi kebijakan restoratif 

dalam menjawab kelemahan litigasi formal yang cenderung lambat, mahal, dan kurang memberikan 

solusi ekologis. Dari sisi akademis, kontribusi teoretis penelitian ini semakin jelas melalui penggunaan 

grounded theory yang menghasilkan kerangka konseptual baru tentang “keadilan ekologis restoratif,” 

yaitu teori yang memetakan relasi antara norma, kapasitas kelembagaan jaksa, posisi korban ekologis, 

serta dinamika pemulihan lingkungan sebagai satu kesatuan sistem. Kerangka ini menambah lapisan 

baru pada teori keadilan restoratif dengan memasukkan variabel ekologis dan perilaku institusional 

aparat penegak hukum di konteks civil law. 

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan landasan penting bagi pembuat kebijakan untuk 

merumuskan peraturan yang lebih operasional. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan meliputi: (1) 

penyusunan Peraturan Jaksa Agung tentang mekanisme restorative justice pada perkara lingkungan 

hidup; (2) pembentukan pedoman teknis pemulihan ekologis yang wajib menjadi bagian dari 

kesepakatan restoratif; (3) penerapan mekanisme checks and balances melalui kewajiban audit 

independen atas proses restoratif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan; (4) peningkatan 

kapasitas jaksa melalui pelatihan khusus tentang penilaian kerusakan ekologis; dan (5) kewajiban 

melibatkan komunitas terdampak sebagai pihak yang memiliki hak suara dalam perumusan 

1

2
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kesepakatan pemulihan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa restorative justice bukan 

hanya wacana alternatif, melainkan kebutuhan mendesak dalam membangun sistem hukum 

lingkungan Indonesia yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada pemulihan. Namun, untuk 

mencapai hal tersebut, diperlukan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas institusional, serta 

kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku, korban, dan 

masyarakat luas agar keadilan ekologis dapat terwujud secara nyata. 
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